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ABSTRAK 
 
Studi ini mengkaji tentang strategi pengembangan daerah tertingaal dalam 
upaya percepatan pembangunan ekonomi.Studi ini bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat 
dan strategi dalam pembangunan daerah tertinggal. Adapun cara yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan 
penekanan ilmiah atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan 
menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi. 
Teknik analisis ini menggunakan analisis SWOT, analisi SWOT merupakan 
teknik historis yang terkenal dimana para steakholder membentuk gambaran 
umum secara cepat mengenai situasi strategis daerah tersebut. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki 
sumberdaya alam yang berciri sektor pertanian, perikanan, pertambangan dan 
pariwisata. Terdapat empat strategi  utama untuk pengambangan daerah tettinggal 
di daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu dengan cara memadukan pembangunan 
sektoral dan kewilayahan yang berbasis potensi sumberdaya lokal melalui : (a) 
Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan secara optimal bagi 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. (b) Meningkatkan pengelolaan 
pariwisata dan budaya daerah. (c) Meningkatkan perekonomian nasyarakat dari 
sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. (d)  Meningkatka kualitas pelayanan 
umum, jaringan transportasi dan komunikasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian daerah 
Pesisir Barat sudah melaksanakan program-program strategi dalam upaya 
percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai mana mestinya hanya saja 
program-progran tersebut belum berjalan secara optimal. 
 
  
  
MOTTO 
 
         … 
”Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya” (Qs. Hud : 61).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV. Penerbit 
Diponogoro, 2010), h. 402. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap 
penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. 
Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahan 
pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 
Judul Skripsi ini yaitu “Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya 
Percepatan Pembangunan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam. 
Strategi adalah perencanaa (planing) untuk mencapai suatau tujuan 
dalam jangka panjang.
2
 Pengembangan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan 
suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan 
penyempurnaan terhadap cara tersebut terus dilakukan.
3
Daearah tertinggal 
Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik 
Indonesia (2004) daerah tertinggal adalah daerah atau kabupaten yang relatif 
                                                          
2
Effendy, Onong  Uchjana. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007), h.32 
3
 Hendayat Sutopo, Westy Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum 
Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 45. 
kurang berkembang dibandingkan daerah lainnya dalam skala nasional, dan 
berpenduduk yanag relatif tertinggal.
4
 Perspektif adalahcara melukiskan suatu 
benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat 
oleh mata dengan tiga dimensi atau juga bisa diartikan sebagai cara 
pandang.
5
Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 
mengalokasikan dan mengolah sumberdaya untuk mencapai falah berdasarkan 
pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.
6
 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana Strategi yang digunakan dalam upaya percepatan pembangunan 
Ekonomi daerah  menurut  perspektif Ekonomi Islam 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Menurut Badan Perencanaan Pembangunanan Daearah Pesisir Barat 
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat terlihat belum merata, 
masih banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, akses belum 
memadai dan lingkungan di bawah standar.
7
Partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan masih rendah, swadaya masyarakat kurang berkembang, bahkan 
                                                          
4
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.. Penentuan Wilayah Tertinggal. 2005.   
5
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 675. 
6
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007), h. 19. 
7
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Strategi Daerah 
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat Tahun 2015 
sering terhambat perkembangannya sebagai akibat suatu kebiasaan tertentu yang 
diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan. 
Sumber daya yang ada di kabupaten Pesisir Barat sangat berpotensi 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Apabila 
dipergunakan dan dimanfaatkan dengan bijak oleh pemerintah dengan 
mendayagunakan masyarakat, sebagaimana konsep pembangunan Islam yang 
menganggap masyarakat sebagai obyek utama dalam pembangunan, maka hal ini 
tentunya berpengaruh pada aspek pendapatan daerah, yang pada akhirnya 
berpengaruh pada pembangunan, infrastruktur dan sebagainya, maka tentunya 
pemberdayaan oleh pemerintah daerah perlu diberlakukan, sebagai pemegang 
otorias kebijakan yang harus diterapkan dalam menanggulangi ketertinggalan 
pembangunan. 
2. Alasan Subjektif 
Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat 
adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 
C. Latar Belakang Masalah 
Ketertinggalan Pembangunan disuatu daerah harus mandapati perhatian 
yang serius,disebabkan banyak kasus yang membuktikan bahwa merebaknya 
tekanan kemiskinan, tingkat pengangguran tinggi, angka melek huruf serta 
kurangnya kemampuan daya beli masyarakat menyebabkan timbulnya sejumlah 
akibat yang kontra-produktif bagi pembangunan.
8
 
Seperti dikatakan Kwik Kian Gie di dalam tulisan Lesna Wanita, apabila 
hal tersebut tidak segera tertangani akan memicu : (1) tingginya beban Sosial 
Ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan 
produktifitas sumber daya manusia, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat 
dalam berbagai kegiatan pembangunan, (4) menurunnya ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat, (5) menurunnnya kepercayaan masyarakat pada 
birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan (6) kemungkinan 
terjadinya kemerosotan mutu generasi yang akan datang.
9
 
Daerah tertinggal merupakan suatu daerah yang masyarakat dan 
wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala 
nasional. Berdasarkan kriteria daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementrian 
Pembangunan Daerah Tertiggal dengan menggunakan pendekatan berdasarkan 
pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) 
Sumberdaya Manusia, (3) Prasarana (infrastruktur), (4) Kemampuan keuangan 
daerah, (5) Aksesbikitas dan, (6) Karakteristik daerah. Pembangunan daerah 
tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan 
pembangunannya dimana tidak hanya meliputi pembangunan aspek ekonomitetapi 
                                                          
8
M.J Kasiyanto, Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia. (Pustaka Pembangunan 
Swadaya Nusantara: jakarta), 1991,h.2. 
9Lesna Wanita, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam 
Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Inuman Tahun 2007-2011”.Jurnal Ekonomi 
Pembangunan, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2014), h. 1. 
juga aspek sosial, budaya dan keamanan.Berdasarkan kriteria tersebut Pesisir 
Barat termasuk daerah tertinggal.
10
 
Berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Barat yang rusak  akibat 
rendahnya tingkat kemantapan jalandiperparah dengan tonase kendaraan yang 
jauh lebih berat dibanding dengan kelas jalan yang dilalui, akibatnya jalur lalu 
lintas menjaditerhambat.Disamping itu masih terdapat wilayah yang terisolasi 
yangbertopografi di pegunungan, yang menyebabkan aksesibilitas 
pendudukrendah.Pada beberapa daerah masih terdapat daerah yang 
terisolasikarena akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat 
.Akibatnyasebagian besar penduduk mengalami kesulitan melakukan 
aktivitasekonomi maupun sosial.Dengan sebaran penduduk yang 
mengelompoktersebut, berdampak pada kesulitan penyediaan energi listrik dan 
sarana telekomunikasi. Sejak tahun 2014 kondisi infrastruktur di Kabupaten 
Pesisir Barat selalu mengalami perubahan, tercatat kondisi jalan sampai di tahun 
2017 mengalami peningkatan.
11
 
Tabel 1.2 
Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat 2014-2017 
No Kondisi Jalan 
Tahun 
2014 2017 
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Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Strategi Daerah 
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat Tahun 2015, Op.Cit, 
h. 9. 
11
 Tim Kordinasi Penanggualangan Kemiskinan (TKPK), Dokumen Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015, (Kabupaten 
Pesisir Barat: TKPK, 2015), h. 106. 
1 Baik (Km) 80,35 174,35 
2 Rusak Ringan (Km) 45 95 
3 Rusak Sedang (Km) 56,95 56,95 
4 Rusak Berat (Km) 206,5 285,85 
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki target anggaran 
pendapatan daerah pada tahun 2017 sebesar 766,30 miliar rupiah. Dari nominal 
tersebut, berhasil tercapai sebesar 738,44 miliar rupiah. Pendapatan daerah 
tersebut utamanya bersumber dari Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) yang 
berhasil direalisasikan sebesar 645,54 miliar rupiah yang terdiri atas Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus; dan Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 
Pajak. 
 
 
Tabel 1.5 
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 
(Miliar Rupaih).2017 
No Jenis Pendapatan 
Jumlah (Miliyar 
Rupiah) 
Anggaran Realisasi 
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 19,79 20,71 
2 Pendapatan Transfer 674,32 645,54 
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 72,14 72,18 
Jumlah 766,30 738,44 
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pesisir 
Barat , 2017 
Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di Kabupaten 
Pesisir Barat adalah arah strategi pemerintah daerah yang cenderung berorientasi 
pada pembangunan wilayah yang paling mudah dikembangkan manjadi daerah 
pusat-pusat pertumbuhan dan kecenderungan untuk mengesampingkan daerah 
yang miskin potensi, disamping itu terjadi kesalahan pendekatan dan prioritas 
pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat.
12
Kondisi 
daerah Pesisir Barat meskipun mempunyai potensi yang besar, namun 
pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal.Hal ini menyebabkan 
daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan dan relatif miskin sumber 
daya menjadi daerah yang tertinggal dalam pembangunan.Oleh sebab itu, 
pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat, perlu mempunyai strategi 
pembangunan yang dilengkapi dengan program restribusi pendapatan, serta 
mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki tingkat 
pendapatan yang berujung pada pembangunan perekonomian serta diantaranya 
untuk penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, yang demikian itu perlu dilakukan 
identifikasi terkait permasalahan di setiap wilayah kabupaten Pesisir Barat dan 
selanjutnya disusun strategi yang relevan.Pemerintah daerah perlu menyusun 
berbagai program secara terintegrasi.Program tersebut haruslah sustainable, yaitu 
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Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Strategi Daerah 
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat. 
perlu mempertimbangkan kondisi lokal dimana ketertinggalan itu bisa 
terjadi.Program dalam upaya percepatan pembangunan memerlukan strategi yang 
terarah dan jelas yang didasarkan pada prinsip kemandirian, yakni pemerintah 
pula dapat mempercayakan juga kepada masyarakat daerah itu sendiri, dalam 
pengelolaan sumber daya. Sehingga bukan saja program tersebut dapat 
menghasilkan pendapatan bagi daerah untuk pembangunan ekonomi, akan tetapi 
juga akan membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pribumi atau 
daerah setempat.  
Sebagaimana firman Allah Swt : 
                             
                   
 
Artinya :“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 
Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 
derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan 
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Qs. Az-Zukhruf :  
32).
13
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Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Kiaracondong Bandung: PT 
Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 489. 
Pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan perlu 
menerapkan program-program sebagai strategi dan bentuk kebijakan yang tidak 
lepas dengan berdasarkan konsep pembangunan Ekonomi Islam.Sebagaimana 
mayoritas penulis memahami konsep pembangunan ekonomi dari beberapa ayat 
Al-Qur’an. 
             … 
 
”Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya” (Qs. Hud : 61).14 
Berdasarkan ayat di atas mengandung dua makna yang berkaitan dengan 
pembangunan.Pertama makna Al-Wujub atau kewajiban umat manusia untuk 
mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan.
15
Kedua, ayat tersebut 
mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad 
raya.
16
Perintah Allah SWT tersebut bersifat wajib dan mutlak.Mayoritas penulis 
berpendapat kata Al-Imarah (memakmurkan) identik dengan kata at-tanmiyah al-
iqtisadiyah (Pembangunan Ekonomi). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul“Strategi Pengembangan Daerah 
Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Prespektif 
Ekonomi Islam” 
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D. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana strategi Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam 
upaya percepatan pembangunan daerah perspektif Ekonomi Islam? 
2. Bagaimana Strategi peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan dalam 
upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah Kabupaten 
Pesisir Barat? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana Strategi peluang, ancaman, kelemahan dan 
kekuatan dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah 
Kabupaten Pesisir Barat. 
b. Untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerahdalam perspektif 
Ekonomi Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan ; Pertama bagi akademisi, memberikan sumbangsih hasil 
pemikiran tentang langkah kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah 
Kabupaten Pesisir Barat serta menambah literatur kepustakaan yang relevan 
dengan bidang Studi Ekonomi Pembangunan ; Kedua bagi penulis, 
menambah wawasan mengenaistrategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerahdalam perspektif 
Ekonomi Islam. 
b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan; Pertama bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan rekomendasi 
untuk membuat strategi yang sistematis dan terencana, yang dapat dituangkan 
pada program-program dalam upaya percepatan pembangunan. Kedua bagi 
masyarakat, memberikan informasi mengenai strategi pemerintah daerahyang 
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya ikut 
berpartisipasi membangun daerah yang berlandaskan konsep pembangunan 
Ekonomi Islam. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Secara keseluruhan jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan 
skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan 
perhitungan matemastis, statistik dan sebagainya, melainkan menggunakan 
penekanan ilmiah atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan 
menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari 
kuantifikasi.
17
Bilamana terdapat ilustrasi yang menunjukan data-data berupa 
angka tabulasi, hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mempertajam analisa dan 
memperkuat argumentasi penelitian.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 
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suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi 
dalam bentuk interpretasi, gambaran, dan lukisan secara sistematis dan objek 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang 
ada atau fenomena.
18
 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang langsung dari sumber data penelitian yang 
diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media 
perantara.
19
Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan secara 
langsung, kemudian dipilih beberapa responden secara sengeja seperti Kabid dan 
Aparatur bagian perencanaan di Bappeda, serta masyarakat dan nelayan sebagai 
pendukung guna kelengkapan data. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 
organisasi yang bukan pengolahnya.
20
Data sekunder juga merupakan data yang 
telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau 
pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel dan diagram.
21
Data sekunder 
diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.Dalam penelitian ini data 
                                                          
18
 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33. 
19
 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Cet Ke-5 (Bandung: CV Alfabeta, 2003), h. 32. 
20
 Soeranto, Licolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Hukum dan Bisnis ( Yogyakarta: 
UPP YKPN, 1990), h. 76. 
21
Ibid,h. 76 
sekunder meliputi data dokumen/arsip resmi terkait Dana Desa yang diterbitkan 
oleh Badan Pusat Statistik pusat/kabupaten, data kementerian maupun lembaga 
yang terkait. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh 
data maupun informasi yang relevan, valid dan akurat. Data-data yang diperoleh 
kemudian di triangulasi metode untuk mengamati dan membaca keabsahan data. 
Adapun beberapa metode pengumpulan data penelitian menurut Suryana (2010) 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Untuk pengumpulan data utama (sebagai sumber data primer), peneliti 
akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang 
kompeten. 
b. Observasi 
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti 
berkenan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 
responden yang diamati tidak terlalu besar.
22
Pengumpulan data yang dilakukan 
melalui pengamatan yang terarah, terencana dan sistematis.Observasi yang 
dilakukan bertujuan untuk mengamati masalah dan fenomena dimasyarakat, 
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kemudian memahami fenomena/masalah tersebut dan kemudian mencari jawaban 
melalui fakta dan kejadian di lapangan yang merupakan objek penelitian. 
 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui data yang tersedia 
yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, 
foto, dan juga berbentuk file di server,dan flashdisk, serta data yang tersimpan di 
website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.
23
Data-data yang 
diperoleh dari peraturan perundang-undangan pemerintah Negara, 
Provinsi/Kabupaten tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan 
Pusat Statistik (BPS) Provinsi/Kabupaten, Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) Provinsi/Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN), dan berita resmi tentang perekonomian Provinsi/Kabupaten. 
3. Subyek dan Objek Penelitian 
a. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah data penelitian yang didapatkan melalui proses 
wawancara dan observasi yang berupa sikap, ekspresi, pendapat, pengalaman, 
karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek 
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penelitian (responden).
24
Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 
Kepala Bidang dan Aparatur bagian Perencanaan di Bappeda, serta masyarakat 
dan nelayan di Kabupaten Pesisir barat. 
 
b. Objek Penelitian 
Objek penelitian adalah tempat penelitian dimana fanomena atau gejala 
sosial yang akan diteliti.
25
Dalam penelitian ini objek penelitiannya bertempat di 
Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. 
4. Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan dianalisis 
dengan beberapa cara antara lain:  
a. Reduksi data  
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 
terperinci.Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, 
dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang 
penting.Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.Mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema 
dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan 
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gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya.
26
 
b. Penyajian data  
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 
data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk 
tabel, grafik, bagan, pictogram dan lain sebagainya. Melalui penyajian data 
tersebut 
maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 
semakin mudah dipahami.
27
 
b. Verifikasi 
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan 
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya.
28
 
5. Analisis Data 
Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah 
didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis 
SWOT.Menurut Jogiyanto (2006), SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-
kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki 
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daerah dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang 
dihadapi.
29
Strategi yang dimaksud yaitu memanfaatkan kekuatan internal dan 
mengatasi kelemahan.
30
 Berikut ini merupakan penjelasan dari SWOT, yang 
dikemukakan oleh David, Fred R (2005), yaitu: 
1. Kekuatan (Strenghts). Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan dan 
keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan apa yang dimiliki daerah 
tersebut. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan 
kompetitif bagi daerah-daerah lain. 
2. Kelemahan (Weakness). Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan 
dalam sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat 
kinerja. Keterbatasan tersebut dapatt berupa fasilitas, sumberdaya keuangan, 
kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber 
dari kelemahan suatu daerah. 
3. Peluang (Opportunities). Peluang adalah situasi penting yang 
menguntungkan dalam lingkungan. Kecendrungan-kecendrungan penting 
merupakan salah satu sumber peluang. 
4. Ancaman (Threats). Ancaman adalah situasi penting yang tidak 
menguntungkandalam lingkungan. Ancaman juga bisa berupa peraturan-peraturan 
pemerintah yang baru atau direvisi dapat memberikan ancaman bagi suatu daerah 
yang ingin berkembang.
31
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5. Berdasarkan teori di atas maka fungsi SWOT adalah untuk mendapatkan 
informasi dari analisis situasi dan memisahkan dalam pokok persoalan internal 
(kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan ekternal (peluang dan 
ancaman)..Secara kualilatif, analisis ini merupakan alat analisis yang biasa 
digunakan untuk melakukan analisis situasional dalam formulasi strategi. Dengan 
cara memaparkan informasi-informasi faktual yangdiperoleh dari hasil penelitian 
yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan 
pembangunan daerah tertinggal yang kemudian dikaitkan dengan konsep 
pembangunan ekonomi islam dan berbagai teori yang berkaitan dengan 
pokokpermasalah dalam penelitian ini. 
Metode  berfikir yang digunakan, yaitu deduktif. Deduktif adalah metode 
yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari 
pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan 
penalaran atau rasio-rasio.
32
Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan 
dari pernyataan yang umum, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan daerah 
teringgal. Kemudian menuju pernyataan yang khusus, yaitu memaparkan keadaan 
dilapangan, disini penulis memaparkan bagaimana responsif pemerintah terhadap 
daerah tertinggal dalam bentuk program yang dijadikan sebagai instrumen 
kebijakan pemerintah daerah, dan kemudian dianalisis dengan konsep 
pembangunan ekonomi islam. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Definisi Strategi dan Pengembangan Daerah 
Secaraetimologi strategi adalah kata dalam bahasa Yunani, 
strategos.Adapunstrategos dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada 
zamandemokrasi Athena.
33
Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia 
militeryang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer 
untukmemenangkan suatu peperangan.Sedangkan secara terminologi banyak ahli 
telah mengemukakan definisistrategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda 
namun pada dasarnyakesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama 
yakni pencapaian tujuansecara efektif dan efisien, diantara para ahli yang 
merumuskan tentang definisistrategi tersebut salah satu proses dimana untuk 
mencapai suatu tujuan danberorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada 
suatu persaingan gunamencapai sasaran.Strategi mengenai kondisi dan situasi 
dalam proses public merupakansuatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali 
dalam proses pelayanan yangbaik kepada masyarakat. 
Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari 
bahasaYunani “strategos” diambil dari kata stratos yang berarti militer 
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danyangberarti memimpin.Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan 
sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal 
dalammembuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.
34
 
Menurut Friedman dalam hanafiah (1988) menyatakan bahwa perencanaan 
pembangunan wilayah adalah merupakan proses memformulasikan tujuan-tujuan 
sosial dan peraturan ruang untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan 
sosial tersebut.
35
Ruang merupakan dasar yang penting bagi seorang perencana 
wilayah dalam membuat rencana sektoral nasional dan program-program 
pembangunan wilayah, serta merencanakan lokasi kegiatan tertentu disuatu 
wilayah ada di suatu lokasi tingkat lokal. 
B. Pembangunan Daerah Tertinggal 
1. Pengertian Daerah tertinggal 
Berdasarkan RPJM ditetapkan dengan Perpers No.5 tahun 2010, 
pengertian daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang 
berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk 
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yang relatif tertinggal.
36
Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan 
enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas 
keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.Dalam konsep Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) wilayah tertinggal juga pada 
umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-
wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam.
37
 
Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang 
secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan 
pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Wilayah tertinggal dalam 
kerangka penataan ruang nasional didefenisikan sebagai wilayah budidaya yang 
secara ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata nasional, baik akibat kondisi 
geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya.Pengertian yang lebih 
umum menyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang 
mempunyai masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya 
manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya.Hal 
inilah yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari 
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pedesaan lainnya dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan 
nasional dan daerah.
38
 
1. Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal 
Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal  Republik 
Indonesia (2004) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah 
dasar yaitu:  (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3)prasarana 
dan sarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan daerah, (5)aksesibilitas dan 
karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan kabupaten yang beradadi daerah 
perbatasan antar Negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawanbencana dan 
daerah rawan konflik.
39
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal juga 
menyebutkan bahwa faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah 
tertinggal  yaitu antar lain :  
1) Geografis: Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau 
karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, 
pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya 
sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media 
komunikasi. 
2) Sumberdaya Alam: Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi 
sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun 
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lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat 
dieksploitasi dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang 
berlebihan. 
3) Sumberdaya Manusia: Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal 
mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif 
rendah serta kelembagaan atau institusi yang belum berkembang. 
4) Prasarana dan Sarana: Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, 
transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, penddikan dan pelayanan lainnya 
yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami 
kesulitan utuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. 
5) Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial: Seringnya suatu daerah 
mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan 
terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. 
6) Kebijakan pembangunan: Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan 
oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada 
pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas 
pembangunan serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam 
perencanaan dan pembangunan.
40
 
Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa daerah tertinggal sangat 
kompleks dengan permasalahan-permasalahan, hal inilah yang menjadi tantangan 
bagi stakeholdersdalam upaya penanganan pembangunan daerah tertinggal. 
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Namun, sekelumit permasalahan yang dihadapi khususnya pada daerah tertinggal 
juga berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.Sehingga 
membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus pada daerah yang dimaksud, agar 
dalam membuat suatu strategi pembangunan daerah tertinggal dapat dirumuskan 
langkah-langkah yang strategis sehingga pencapaian target bisa lebih tepat pada 
sasaran. 
2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal 
Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program, 
peneyelesaian wilayah tertinggal perlu menggunakan prinsip-prinsip pengembangan 
yaitusebagai berikut : (a) berorientasi pada masyarakat (people centered) : 
masyarakatdi wilayah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan 
manfaatdari kegiatan yang dilaksanakan, (b) berwawasan lingkungan 
(environmentallysound) : berkembangnya kebutuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh 
perubahansosial ekonomi dan modernisasi dapat mendorong terciptanya kegiatan 
merusaklingkungan seperti pengrusakan hutan lindung dan terumbu karang, (c) 
sesuaidengan adat istiadat dan budaya setempat (culturally appropriate) 
:pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhanmasyarakat 
perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu 
kearifan tradisional (traditional wisdom) dalam kehidupanmasyarakat setempat, dan 
memperkaya khasanah budaya bangsa, (d) sesuaikebutuhan masyarakat (socially 
accepted) : kegiatan pengembangan wilayahtertinggal harus berdasarkan kebutuhan 
daerah dan masyarakat penerima manfaatdan bukan berdasarkan asas pemerataan 
dimana setiap daerah berhak atasbantuan pendanaan dari pemerintah, dan (e) tidak 
diskriminatif (nondiscriminative) ; prinsip ini digunakan agar kegiatan penanganan 
wilayahtertinggal tidak dibedakan pada kepentingan pihak tertentu, yang pada 
akhirnya dapatmengganggu pencapaian tujuan dan sasaran program.41 
Seperti yang tersirat dalam definisi wilayah tertinggal, ternyata 
karakteristik wilayah dan masyarakat wilayah tertinggal menunjukkan perbedaan 
yang cukup berarti dengan wilayah lain di Indonesia, maka pendekatan 
penanggulangan di wilayah tertinggal tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi 
tetapi sifatnya harus lebih menyeluruh dan merata pada semua aspek 
pembangunan. Perlu menjadi catatan bagi pemerintah daerah bahwa proses 
implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan 
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut 
jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak 
langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada 
akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik negatif maupun yang positif.
42
Oleh 
karena itu, untuk mencapai keberhasilan implentasi kebijakan diperlukan 
kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak 
untuk memberikan dukungan. 
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Setelah ada suatu kebijakan maka perlu perumusan strategi, hal ini 
dimaksudkan agar setiap strategi pembangunan daerah tertinggal yang akan dibuat 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, 
antara kebijakan dan strategi harus menunjukkan kesinergikan sehingga setiap 
kebijakan dan strategi yang sudah dirumuskan dapat langsung mengenai sasaran. 
Strategi-strategi yang dimaksud meliputi : 
1) Pengembangan ekonomi lokal : strategi ini diarahkan untuk mengembangkan 
ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi 
sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta 
sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan 
masyarakat, melalui pemerintahan daerah maupun kelompok-kelompok 
kelembagaan berbasis masyarakat yang ada. 
2) Pemberdayaan masyarakat : strategi ini diarahkan untuk meningkatkan 
kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, 
ekonomi, dan politik. 
3) Perluasan kesempatan : strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian 
daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju. 
4) Peningkatan kapasitas : strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas 
kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah 
tertinggal. 
5) Peningkatan Mitigasi dan Rehabilitasi : strategi ini diarahkan untuk 
mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh 
konflik dan bencana alam. 
Bertolak dari konsep strategi pengembangan kawasan di kabupaten yang 
tertuang dalam laporan perencanaan dan pengendalian strategi pengembangan 
kawasan tertinggal, maka konsep rencana strategi nasional pengembangan 
kawasan tertinggal pada masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi suatu 
acuan kerja dan pedoman strategi pembangunan yang di dasarkan atas lima 
strategi dasar yaitu : 
1) Pemenuhan kebutuhan dasar ( Basic Needs Development) 
2) Berpusat pada manusia (People Centered Development) 
3) Pertumbuhan sekaligus pemerataan (Redistribution With Growth ) 
4) Partisipatif (Participation Approach) 
5) Keberlanjutan (Sustainable Development).43 
 
 
3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh adanya sektor 
basis.Penempatan kriteria pertumbuhan sebagai dasar penetapan kawasan adalah 
relevan dengan teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux. 
Pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Menurut 
Perroux, dalam tulisan Sjafrizalkota merupakan suatu tempat sentral sekaligus 
kutup pertumbuhan. Artinya, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat 
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terutama daerah perkotaan yang di sebut sebagai pusat pertumbuhan dengan 
instensitas berbeda.Dilain pihak diungkapkan bahwa industri unggulan merupakan 
penggerak utama pembangunan daerah sehingga dimungkinkan dilakukannya 
pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. 
Pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah, 
sehingga perkembanganindustri suatu daerah berpengaruh dalam perkembangan 
daerah lainnya.
44
 
Ada 3 faktor yang mempengarui pertumbuhan ekonomi dalam suatu 
masyarakat menurut Todaro (2000) yaitu; (1) Akumulasi modal, meliputi semua 
investasi baru pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, (2) 
Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, (3) Kemajuan teknologi. Lebih lanjut 
diungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh faktor 
internal dan faktor ekternal.Faktor internal adalah daya dukung ekonomi di dalam 
daerah seperti sumber daya manusia, investasi, sumber daya alam, sarana dan 
prasarana penunjang aktivitas. Sedangkan faktor eksternal yang merupakan 
kekuatan dari luar adalah campur tangan pemerintah yang diimplementasikan 
dalam penyaluran dana pembangunan melalui dana inpres dan dana bentuk lain 
pada daerah atau sektor yang diprioritaskan. 
 
C. Konsep Pembangunan Ekonomi Islam 
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Kata pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses 
atau cara tumbuh, bertambah dan berkembang, bertambah dan menjadi banyak, 
atau menumbuh-kembangkan segala sumberdaya yang tersedia agar bertambah 
menjadi banyak, namun dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan 
pembangunan berarti perubahan.
45
 Tetapi dalam pandangan islam perubahan 
bukanlah segalanya, terdapat bagian-bagian lainnya seperti  hukum tentang 
alam, tentang fiskal dan juga moral yang tidak berubah. Umat islam yakin 
bahwa ada sebagian sistem kehidupan yang tidak berubah juga bukan 
merupakan pelaku (subjek) modernisasi. Konsep pembangunan ekonomi islam 
lebih bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi 
semata, akan tetapi seperti yang ditegaskan oleh Kursyid meliputi aspek moral, 
sosial, material dan spiritual. Disamping itu pertumbuhan ekonomi tidak terlepas 
dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, menghapus riba dan 
mewajibkan zakat.
46
 
Menurut Mahrusy dalam tulisan Almizan,  pembangunan ekonomi yang 
dimaksud dalam islam adalah “The process of alleviating proverty and provision 
of ease, comfort and decency in life” (proses untuk mengurangi kemiskinan dan 
menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam 
penegrtian ini maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi 
yang mencakup aspek kuantitati dan kualitatif.Tujuannya bukan semata-mata 
kesejahtraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat, keduanya 
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menurut Islam menyatu secara integral dan saling mempengaruhi.
47
Sedangkan 
menurut Hasan dalam tulisan Almizan, memaparkan bahwa Islam melihat 
pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana 
kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual.Beberapa tujuan penting 
mesti diprioritaskan seperti pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja penuh, 
stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepeduliam terhadap alam.
48
 
Perspektif lain dikemukakan oleh Muhammad dalam buku 
Djojohadikusumo, dengan menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, bahwa 
pembangunan ekonomi yang ideal adalah yang mampu memenuhi kebutuhan 
dasar seluruh umat manusia (basic needs) dan Dematerialisasi. Sebaliknya, 
fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi adalah 
indikator awal kejatuhan sebuah peradaban. Pada dasarnya dalam ekonomi 
pembangunan islam, bahwa apapun kondisi masyarakat terkait dengan soal 
sejahtera adalah pilihan yang diambil masyarakat bersangkutan. Meskipun kajian 
tentang masyarakat sejahtera cukup luas jika dilihat sesuai konsep peradaban 
islam saat ini, namun secara garis besar dapat diungkap secara singkat bahwa 
sepanjang sejarah peradaban manusia, masyarakat selalu berusaha untuk 
mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dengan menggunakan 
berbagai pendekatan.
49
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Menurut Adam Smith dalam karyanya The Wealth of National bahwa 
sejahtera dapat diukur berdasarkan sebarapa besar hasil barang serta jasa yang 
diproduksi dan dikonsumsi.Karenanya yang disebut dengan istilah wilayah maju 
adalah yang menikmati pendapatan tinggi tanpa memperlihatkan tingkat 
kemunduran nilai-nilai spiritual masyarakatnya, sedangkan wilayah terbelakng 
adalah wilayah yang berpendapatan rendah.Pembangunan secara umum 
merupakan sasaran yang amat penting bagi setiap negara.Namun dunia modern 
hanya mengenal dua kutub teori pembangunan ekonomi yaitu kapitalisme dan 
sosialisme. Hal ini juga mewarnai sistem ekonomi dunia muslim saat ini, 
ketimbang pengaruh islam.
50
 
 
1. Dasar Hukum Pembangunan Dalam Perspektif Islam 
Hukum Syara’ mengistimbatkan tentang membangun ekonomi, para 
penulis muslim terlebih dahulu mengkategorisasikan bahwa membangun ekonomi 
merupakan perbuatan terpuji karena di dalamnya terdapat maslahat bagi 
masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong penganutnya untuk membangun 
ekonomi dan menjadi kewajiban pemerintah.Pendapat tersebut mengacu pada 
pendapat syariat Islam yaitu menarik Maslahat dan menolak Mafsadah “Jalbu al-
masalih wa dar’u al-mafasid” dan ini terdapat dalam pembangunan ekonomi.Atas 
dasar ini mereka menetapkan hukum membangun ekonomi menjadi perbuatan al-
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wujub.Dunya misalnya mengatakan bahwa membangun ekonomi merupakan 
kewajiban yang sacral “fardun muqqadas” dan bersifat keagamaan.51 
Terdapat beberapa firman Allah SWT yang berkaitan dengan 
Pembangunan Ekonomi salah satunya ada dalam firman Allah QS. Al-An’aam [6] 
ayat 99 dalam ayat ini ditegaskan bahwasannya Allah SWT telah menyediakan 
sumber daya alam yang berlimpah dan terdapat manfaat di dalamnya: 
                   
               
                   
        
“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan.Maka Kami keluarkan dari 
tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.Kami keluarkan dari tanaman 
yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai 
tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan 
pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 
serupa.perhatikanlahbuahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan 
pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (QS. Al-An’aam : 99)”.52 
Kemudian manusia dituntut untuk sadar bahwa Allah menciptakan 
sumberdaya alam untuk dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan baik secara lahiriyah dan batiniyah, termaksud untuk pemenuhan 
                                                          
51
Op.cit, h. 135. 
52
Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma 
Examedia Arkeleema, 2009), h. 140. 
khususnya kebutuhan ekonomi agar terciptanya peningkatan kesejahteraanSeperti 
yang telah diterangkan Allah SWT dalam surat An-Nahl [16] ayat 69: 
                
               
“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah 
jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).dari perut lebah itu ke luar 
minuman (madu) yang bermacam-macamwarnanya, di dalamnya terdapat obat 
yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan” 
(QS An-Nahl: 69).
53
 
 
2. Tujuan Pembangunan Ekonomi 
Teori ekonomi konvensional setidaknya memperkenalkan dua hal 
fundamental berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi.Pertama 
memperbaiki tingkat pendapatan riil individu.Kedua, menegakan keadilan 
distribusi pendapatan. Dua tujuan tersebut  menjadi fokus pembicaraan dikalangan 
penulis muslim. Namun sebagian mereka menambahkan tujuan lain yang menjadi 
karakteristik masyarakat muslim. Quhaf dalam karyanya mengatakan tujuan 
pembangunan ekonomi untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan 
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nilai-nilai islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera secara material.
54
Dengan 
demikian, pembangunan ekonomi yang memiliki karakterisitik islami harus dapat 
meningkatkan komitmen umat islam terhadap agamanya. Al-Rubi 
mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban 
keagamaan.Menurutnya tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan 
kesejahteraan sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen 
terhadap ajaran agama mereka.
55
 
Menurut Yusuf Ibrahim, tujuan pembangunan ekonomi untuk merubah 
masyarakat sehingga mendapat Ridho Allah Swt.
56
Kursyid menambahkan bahwa 
tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk merealisasikan desentralisasi. 
Sedangkan menurut Siddiqi tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan 
keseimbangan dan memperbaiki peradaban.
57
 
 
3. Arah dan Strategi Pembangunan  
Presepsi para ahli ekonomi untuk merumuskan arah dan strategi 
pembangunan nampaknya telah mengalami pergeseran. Pada awalnya strategi 
pembangunan ekonomi menitikberatkan pada konsep Big-Push (dorongan besar), 
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take off (lepas landas), leaf-forward (lompatan kedepan), unbalanced growth 
(pembangunan tak seimbang), linkage (kaitan), growth inducing mechanism 
(mekanisme yang mendorong pertumbuhan), commercial point (orientasi 
komersial), disguised unemployment (pengangguran tak kentara). Strategi tersebut 
telah semakin berkurang, karena strategi ini ternyata sangat tidak 
memuaskan.Strategi pembangunan yang demikian telah menimbulkan 
ketimpangan ekonomi, kelebihan kapasitas produksi, kepadatan perkotaan, 
pengangguran dan stagnasi pedesaan. 
Dewasa ini telah bergeser pada strategi pembangunan yang baru yang 
menitikberatkan kepada integrated rural development (pembangunan pedesaan 
yang terpadu), agrricurtural intensification (itemsifikasi pertanian), intermediate 
technology (teknologi madya), appropriate education (pendidikan yang layak), 
labor force expancion (ekspansi tenaga kerja), small industries and export 
promotion (promosi industry kecil dan ekspor), employment generation 
(penciptaan lapangan kerja), nutricion and health development (pernaikan gizi dan 
kesehatan), social and human resources development (pengembangan sumber 
daya manusia dan social), income distribution (distribusi pendapatan), dan 
institusional change (perubahan institusional).
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Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional 
yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi 
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maupun non-ekonomi. Akan tetapi itu lebih penting dalam menentukan sasaran 
pemangunan, karena kebijaksanaan ekonomi yang telah berhasil akan banyak 
mempengaruhi kebijaksanaan non-ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik realita 
maupun keadaan fikiran yang dimiliki oleh masyarakat mencakup usaha-usaha 
untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik 
menurut Goulet pada dasarnya meliputi (1) kebutuhan hidup, (2) kebutuhan harga 
diri, (3) kebutuhan kebebasan. Menurut Todaro  sasaran pembangunan yaitu 
sebagai berikut: 
1) Meningkatkan pesediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan 
pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan 
lingkungan. 
2) Menangakat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan 
dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian 
yang lebih besar terhadap nilai-nilai yang manusiawi, yang semata-mata 
bukan hanya untuk memnuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan 
kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional. 
3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan social bagi semua individu 
nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan 
ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, 
tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan. 
Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas strategi pembangunan 
ekonomi harus diarahkan kepada: 
1) Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi yang terus menerus 
meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat 
meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan 
pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan 
kesehatan. 
2) Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah 
yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup. 
3) Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan. 
4) Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga 
pemerintah.
59
 
 
A.  Percepatan Pembangunan Ekonomi 
Percepatan merupakan usaha untuk membuat sesuatu bergerak lebih cepat, 
percepatan dalam pembangunan adalah proses upaya, tindakan dan pemberdayaan 
yang dilakukan secara terencana, terkordinasi dan  terpadu untuk mempercepat 
kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  
Percepatan pembangunan dilakukan agar suatu lokasi dapat dioptimalkan sebagai 
sarana penunjang kegiatan ekonomi.
60
Setiap upaya percepepatan pembangunan 
pasti mempunyai tujuan dari kegiatannya, yaitu untuk meningkatkan 
perekonomian daerah dan membuka peluang kerja untuk masyarakat 
daerah.Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah dan 
                                                          
59
Todaro, Micheal P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga jilid 2, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1983), h. 280 
60
Dina Fariani, “Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di 
Kota Cilegon”., (Skripsi Program Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2014). h. 
22. 
masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam upaya 
percepatan pembangunan daerah.Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta 
pasrtisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya yang ada 
harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk 
merancang dan membangun perekonomian daerah.
61
 
Upaya percepatan pembangunan disuatu daerah dalam pandangan 
ekonomi islam harus didasarkan pada tujuan yakni berupa peningkatan 
kesejahteraan dan kebahagian manusia didunia dan akhirat. Pembangunan tidak 
boleh hanya berkait dengan maslahah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan 
dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus 
merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari’ah, baik dalam bentuk firman 
Tuhan, Sabda Rasulullah Saw, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fikih. 
 
D. Analisis SWOT 
1. Definisi Analisis SWOT 
SWOT merupakan akronim dari Strength (kekuatan) dan Weakness 
(kelemahan) internal dari suatu perusahaan serta Opportunities (peluang) dan 
Threat (ancaman) lingkungan yang dihadapinya. Analisis SWOT (SWOT 
analysis) merupakan teknik historis yang terkenal dimana para 
steakholdersmembentuk gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis 
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daerah.Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan 
dari “kesesuaian” yang baik antara sumber daya internal (kekuatan dan 
kelemahan) dengan situasi eksternal (peluang dan ancaman). Kesesuaian yang 
baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan 
dan ancaman.
62
 
Peluang (opportunity) merupakan situasi utama yang menguntungkan 
dalam lingkungan suatu perusahaan daerah.Tren utama merupakan salah satu 
sumber peluang.Perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan investor 
dapat menjadi peluang bagi suatu daerah untuk berkembang.Ancaman (threat) 
merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu 
daerah.Ancaman merupakan penghalang utama bagi suatu daerah dalam mencapai 
posisi saat ini atau yang diinginkan.Masuknya pesaing baru, perubahan teknologi, 
dan direvisinya atau pembaruan peraturan dapat menjadi penghalang bagi 
keberhasilan. 
Kekuatan (strength) merupakan sumber daya atau kapabilitas yang 
dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu daerah yang membuat perusahaan 
relatif lebih unggul dibandingkan pesaingnya.Kekuatan muncul dari sumber daya 
dan kompetensi yang tersedia bagi daerah tersebut. 
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Kelemahan (weakness) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam 
satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu daerah relatif terhadap 
pesaingnya, yang menjadi hambatan suatu daerah untuk berkembang.
63
 
a. Manfaat analisis SWOT 
Metode analisis SWOT merupakan metode analisis yang paling dasar 
dalam melakukan analisis strategi, yang bermanfaat untuk mengetahui suatu 
permasalahan ataupun suatu topik dari empat sisi yang berbeda.Hasil analisis ini 
biasanya berupa arahan ataupun rekomondasi untuk mempertahankan kekuatan 
dan untuk menambah kekuatan dan untuk menambah keuntungan suatu organisasi 
dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan yang dimiliki dan juga 
menghindari berbagai ancaman yangterjadi. 
Jika digunakan dengan baik dan benar, maka analisis ini akan dapat 
digunakan untuk membantu melihat sisi-sisi yang terabaikan atau tidak terlihat 
dari sebuah daerah atau wilayah. Dari uraian diatas, analisis SWOT adalah 
instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi dalam manajemen 
suatu organisasi.Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir 
kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi 
serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi.
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b. Tujuan, dan Fungsi Analisis SWOT 
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1) Tujuan Analisis SWOT 
Analisis SWOT mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan 
perhatian pada kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 
(opportunities), dan ancaman (threats) yang merupakan hal yang kritis bagi 
keberhasilan pembangunan suatu daerah.
65
Maka perlunya identifiksi terhadap 
peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 
daerah tersebut melalui telaah terhadap lingkungan dan potensi sumber daya alam 
dalam menetapkan sasaran dan merumuskan strategi yang realistis dalam 
mewujudkan misi dan misinya. 
Berdasarkan definisi di atas maka tujuan analisis SWOT adalah untuk 
membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah di analisis.Apabila 
terdapat kesalahan, agar daerah itu harus mengelola untuk mempertahankan serta 
memanfaatkan peluang yang ada secara baik begitu juga pihak pemerintah 
Kabupaten Pesisir Barat harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi 
kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi peluang. 
2) Fungsi Analisis SWOT 
Fungsi dari analisis SWOT adalah untuk menganalisa mengenai kekuatan 
dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan melalui telaah 
terhadap kondisi eksternal perusahaan. 
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c. Keunggulan Analisis SWOT 
Berikut adalah keunggulan dari analisis SWOT antara lain:  
1) Dapat dijadikan panduan dalam penyusunankebijkan strategis menuju Visi 
yang telah di canangkan sebelumnya. 
2) Dapat membantu memudahkan proses evaluasi berkaitan dengan penentuan 
kebijakan strategis sekaligus sistem perencanaan agar meraih kesuksesan dari 
waktu sebelumnya.
66
 
3) Dapat dijadikan bagian penting untuk memperoleh informasi tentang beragam 
hal yang dibutuhkan menuju proses perubahan perbaikan masa mendatang. 
4) Dapat meningkatkan motivasi dalam menemukan ide-ide kreatif untuk terus 
maju meraih kesuksesan yang ditargetkan sebelumnya. 
d. Keterbatasan Analisis SWOT 
Analisis SWOT merupakan pendekatan konseptual yang sangat luas, 
sehingga rentan terhadap beberapa kelemahan utama. 
1) Analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap 
remeh ancaman eksternal. 
2) Analisis SWOT dapat bersifat statis dan berisiko mengabaikan kondisi yang 
berubah. 
3) Analisis SWOT dapat terlalu menekankan pada satu kekuatan atau elemen 
strategi.
67
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 E. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan penelitian yang 
sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.Beberapa hal yang 
penting diketahui dalam penelitian terdahulu adalah lokasi, teknik analisis, 
variable, dan hasil penelitian. Penelitian tentang strategi pengembangan daerah 
tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan daerah perspektif Ekonomi 
Islam, telah digunakan dalam berbagai penelitian, 
Wahid Abdullah (2006) yang mengambil penelitian tentang strategi 
pembangunan daerah tertinggal studi kasus Kabupaten Garut, Provinsi Jawa 
Barat.
68
Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
(evaluasi) dalam menyusun rencana-rencana atau strategi pembangunan daerah 
tertinggal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
suatu wilayah. 
Imam Almasdi Syahza (2011), strategi pengembangan daerah tertinggal 
dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.
69
Hasil penelitian 
mengkaji wilayah Pesisir di Provinsi Riau yang belum  mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan dengan 
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Wahid Abdullah  mengambil penelitian tentang strategi pembangunan daerah tertinggal 
studi kasus Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat,2006. 
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Imam Almasdi Syahza strategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya 
percepatan pembangunan ekonomi pedesaan,2001. 
kebijakan ekonomi melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan 
sektor pertanian diarahkan pada system agribisnis. 
Samugyo Ibnu Redjo (2008) yang meneliti tentang strategi dan aksi 
pencepatan pembangunan daerah.Hasil penelititan ini mengkaji tentang 
pemerintah daerah yang belum mampu meningkatkan usaha-usaha perekonomian 
daerah yang berdampak kepada meningkatnya kemakmuran rakyat. 
Edy Yusuf Agunggunanto (2006) yang meneliti tentang pembangunan 
daerah tertinggal melalui pegelolaan badan usaha milik daerah.
70
Hasil penelitian 
ini mengkaji tentang bagaimana mewujudkan daerah mandiri melalui badan 
usaha milik daerah. 
Indra Bangsawan (2017) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor 
pengembangan daerah tertinggal dan strategi menuju daerah mandiri.
71
Penelitian 
ini mengkaji wilayah Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 
Pesawaran yang belum mampu menerapkan strategi menuju daerah mandiri 
menurut kementerian daerah. 
Berdasarka kelima penelitian tersebut, penelitian analisis spasial daerah 
tertinggal belum tentu memiliki kesamaan, karena berdasarkan lokasi memiliki 
perbedaan, secara teori, bahwa setiap lokasi memiliki ciri dan karakteristik 
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Indra Bangsawan meneliti tentang analisis faktor-faktor pengembangan daerah 
tertinggal dan strategi menuju daerah mandiri,2007. 
tersendiri, sehingga dalam memperoleh informasi atau kondisi berbeda pula 
meskipun menggunakan metode analisis yang sama dengan wilayah lain. 
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